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BUPATI BONE,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123
ayat (2) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan = Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tetang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka  Panjangan  Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka
perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2025-2029;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2025-
2029;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali
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terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 130 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7067);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata  Cara  Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah  Daerah, Dan Rencana Kerja
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Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informast Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone
Tahun 2016 Nomor 7);

.Peraturan Daerah Kabupafen Bone Nomor 1
Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Bone 2024-2042 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2024 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun
2005-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone
Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bone Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahufi
2024 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor ....
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun
2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone
Tahun 2025 Nomor ...};

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
BONE TAHUN 2025-2029.




BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
8
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12.

Daerah adalah Kabupaten Bone.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan wilayah
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Bupati adalah Bupati Bone.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD
dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi
kewenangan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain
yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah
yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
daerah.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Pembangunan daerah adalah wusaha yang sistematik untuk
pemanfaatan sumber daya yang memiliki daerah untuk
peningkatan dan  pemerataan pendapatan  masyarakat,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk
menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam
jangka waktu tertentu di daerah.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu
proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi
kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapaiannya target
secara ekonomis, efisien dan efektif.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
priode 20 {dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung
sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 yang merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
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disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak
Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-
PD adalah dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah
yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil
pembangunan selama S (lima) tahun.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun
2025-2029.

Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin
diwuyjudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan
kebermanfaatan PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan
Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau
memperhatikan sasaran RPJMD.

Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja
yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju
terwuyjudnya pencapaian tujuan Renstra PD.

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan
yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan
dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya,
tahapan, fokus, lokus dan penentuan
program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan
yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian
kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas
dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaraas dengan
strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran
Renstra PD.

Program prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan
tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik
cascading (penurunan) kinerja.

Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari
kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan
kondisi ideal yang seharusnya.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena
dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung
ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

Kinerja adalah capaian hasil kinerja {keluaran, hasil, dan
dampak).
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25. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai
dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah
direncanakan .

26. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaia
tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala
daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang
terseleksi.

27. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator
makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.

28. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain
yang selaanjutnyadisingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat
Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah.

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan
dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau
Urusan Pemerintah Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan
bersifat indikatif.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
adalah menjabarkan RPJMD Tahun 2025-2029 kedalam tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat
Daerah untuk periode waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
adalah:

a. memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam
menetapkan tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan
kegiatan berdasarkan target kinerja sasaran pembangunan dalam
RPJMD Tahun 2025-2029;

b. menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk
menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, indikator kinerja,
lokasi kinerja, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan
maju dalam periode waktu 1 (satu) tahun.




BAB III
SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 5

(1) Renstra Perangkat Daderah tahtth 2025-2029 disusun dengan
sistematika sebagai berikut:

Babl
Bab II

Pendahuluan;
Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis

Perangkat Daerah;

Bab 111
Bab IV

Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan;
Program,

Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja

Penyelenggaraan, Bidang Urusan,

BabV

Lampiran I
Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV

Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X
Lampiran XI

Lampiran XII
Lampiran XIII
Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII

Lampiran XVIII
LampiranXIX

Lampiran XX
Lampiran XXI

Lampiran XXII
Lampiran XXIII
Lampiran XXIV
Lampiran XXV

Penutup.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1} terdiri atas:

: Dinas Pendidikan
: Dinas Kesehatan
: BLUD RSUD Tenriawaru

: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata
Ruang

: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
: Satuan Polisi Pamong Praja

: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
: Dinas Sosial
: Dinas Ketenagakerjaan

:Dinas  Pemberdayaan dan
Perlindungan Anak

: Dinas Ketahanan Pangan

: Dinas Lingkungan Hidup

- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

Perempuan

: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

: Dinas Perhubungan

: Dinas Komunikasi,
Persandian

: Dinas Koperasi

:Dinas Penanaman Modal
terpadu Satu Pintu

: Dinas Kepemudaan dan Olahraga

: Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik

Informatika dan

dan Pelayanan

: Dinas Kebudayaan

: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan




Lampiran XXVI
Lampiran XXVII

Lampiran XXVIII
Lampiran XXIX
Lampiran XXX
Lampiran XXXI
Lampiran XXXII
Lampiran XXXIII
Lampiran XXXIV
Lampiran XXXV

Lampiran XXXVI

Lampiran XXXIX
Lampiran XL
Lampiran XLI
Lampiran XLII
Lampiran XLIII
Lampiran XLIV
Lampiran XLV
Lampiran XLVI
Lampiran XLVII
Lampiran XLVIII
Lampiran XLIX
Lampiran L
Lampiran LI
Lampiran LII
Lampiran LIII
Lampiran LIV
Lampiran LV
Lampiran LVI
Lampiran LVII
Lampiran LVIII
Lampiran LIX
Lampiran LX
Lampiran LXI
Lampiran LXII
Lampiran LXIII
Lampiran LXIV
Lampiran LXV
Lampiran LXVI

iB-

: Dinas Pariwisata
: Dinas

Pertanian, Tanaman
Hortikultura dan Perkebunan

Pangan,

: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

: Dinas Perindustrian

: Dinas Perdagangan

: Dinas Perikanan

: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
: Badan Keuangan dan Aset Daerah

: Badan Pendapatan Daerah

: Badan

Kepegawaian dan

Sumber Daya Manusia

Pengembangan

: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII :

Lampiran XXXVIII :

Inspektorat Daerah
Sekretariat DPRD

: Sekretariat Daerah

: Kecamatan Lamuru

: Kecamatan Dua Boccoe

: Kecamatan Sibulue

: Kecamatan Barebbo

: Kecamatan Cina

: Kecamatan Mare

: Kecamatan Awangpone

: Kecamatan Tellu Siattinge

: Kecamatan Cenrana

: Kecamatan Ajangale

: Kecamatan Amali

: Kecamatan Palakka

: Kecamatan Ulaweng

: Kecamatan Bengo

: Kecamatan Tellu Limpoe

: Kecamatan Lappariaja

: Kecamatan Patimpeng

: Kecamatan Ponre

: Kecamatan Libureng

: Kecamatan Bontocani

: Kecamatan Kahu

: Kecamatan Kajuara

: Kecamatan Tonra

: Kecamatan Salomekko

: Kecamatan Tanete Riattang
: Kecamatan Tanete Riattang Barat
: Kecamatan Tanete Riattang Timur
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BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat
Daerah merupakan salah satu bagian dari proses pengendallian dan
evaluiasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

Pasal 7

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mencakup tujuan,
sasaran, indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana
program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif,
yang dilakukan melalui pemantaun dan supervisi.

(2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksaud pada
ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa
indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan
dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, telah dilakukan melalui
Renja Perangkat Daerah.

(3) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan melaporkan
hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah
kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 8

(1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) sebagai bahan evaluasi RPJMD.

(2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan
evaliasi pelakasanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1 ditemukan adanya
ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda
menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan
untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.

(3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindaklanjut
perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah terhadap
kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang
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berimplikasi terhadap dokumen Rentra Perangkat Daerah ini, maka
akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada dokumen Rentra
Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 19 %e[)tcmbcr 2025

L ANDI AS SULAIMAN

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE
A. SAHARUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2025 NOMOR




